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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 51/PMK.04/2008

  
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI,
 SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT

 BEA DAN CUKAI
  

MENTERI KEUANGAN,
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa
kepabeanan, perlu pengaturan mengenai tata cara penetapan tarif, nilai
pabean, sanksi administrasi berupa denda, serta tata cara penetapan
selain tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 16 ayat (6), perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan
Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

2.  Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI,
SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU
PEJABAT BEA DAN CUKAI.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1995/10TAHUN~1995UU.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/17TAHUN2006UU.htm
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Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2006.

(2) Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi menurut
Undang-Undang Kepabeanan yang pengenaannya ditetapkan secara
tertulis oleh pejabat bea dan cukai terhadap orang yang tidak
sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean berupa sejumlah uang yang
wajib dibayar karena adanya pelanggaran di bidang kepabeanan.

(3) Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

(4) Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk.

(5) Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

(6) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(7) Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II
 PENETAPAN PEJABAT

Bagian Pertama
 Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean

Pasal 2

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor yang
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean
impor.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
ada penetapan, tarif yang diberitahukan diterima.

(4) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi
kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor,
tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 3

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean atas barang impor
yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
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30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean
impor.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
ada penetapan, nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean impor dianggap diterima.

(4) Apabila penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib
melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka
impor, serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling
banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan penetapan tarif dan/atau nilai pabearn pejabat bea
dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor setelah
pemberitahuan pabean impor disampaikan.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik terdapat perbedaan jenis dan/atau
jumlah barang dengan pemberitahuan pabean impor, pejabat bea dan
cukai melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean sesuai dengan
hasil pemeriksaan fisik.

(3) Dalam hal penetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagai akibat
perbedaan jenis dan/atau jumlah barang yang mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi
kekurangan pembayaran bea masuk, dan pajak dalam rangka impor,
serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak
1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Pasal 5

(1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan nilai
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penetapan tarif dan/
atau nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan
dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

(2) SPTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. penetapan pejabat bea dan cukai;

b. pemberitahuan; dan

c. penagihan kepada importir.

Pasal 6

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43
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ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat
Penetapan Pabean (SPP).

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai :

a. penetapan pejabat bea dan cukai;

b. pemberitahuan; dan

c. penagihan kepada orang.

Pasal 7

(1) Pejabat bea dan cukai menetapkan kewajiban membayar bea masuk, dan
pajak dalam rangka impor, serta pengenaan sanksi administrasi berupa
denda, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat
(4) Undang-Undang Kepabeanan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

(1) Pejabat bea dan cukai menetapkan pengenaan sanksi administrasi
berupa denda atas pelanggaran yang hanya mengakibatkan kewajiban
membayar sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 7A ayat (7), Pasal
7A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal 8C ayat (3), Pasal 8C ayat (4), Pasal
9A ayat (3), Pasal 10A ayat (4), Pasal 10A ayat (8), Pasal 10B ayat (6),
Pasal 10D ayat (5), Pasal 10D ayat (6), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat
(3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3)
huruf b, Pasal 82 ayat (6), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat
(4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat
Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA).

(3) SPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:

a. penetapan pejabat bea dan cukai;

b. pemberitahuan; dan

c. penagihan kepada orang.

Bagian Kedua
 Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai

Pasal 9

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat
(2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), dapat mengajukan
keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal.
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BAB III
 PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran
pemberitahuan pabean impor.

(2) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila hasil dari penelitian ulang berbeda dengan penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(3) Dalam hal penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam
rangka impor sebagai akibat dari kesalahan nilai transaksi yang
diberitahukan, selain wajib membayar kekurangan bea masuk dan pajak
dalam rangka impor, orang yang dikenai penetapan kembali dikenakan
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).

(5) SPKTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai:

a. penetapan Direktur Jenderal;

b. pemberitahuan; dan

c. penagihan kepada importir.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan selain penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
melaksanakan ketentuan:

a. Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat
(4), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang
Kepabeanan;

b. Pasal 7A ayat (7), Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal 8C ayat
(3), Pasal 8C ayat (4), Pasal 9A ayat (3), Pasal 10A ayat (4), Pasal 10A
ayat (8), Pasal 10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5), Pasal 10D ayat (6),
Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat
(2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 82 ayat (6),
Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91
ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

(3) Atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang wajib
melunasi bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/ atau sanksi
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administrasi berupa denda.

(4) Atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal.

(5) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berfungsi sebagai :

a. penetapan Direktur Jenderal;

b. pemberitahuan; dan

c. penagihan kepada orang.

Pasal 12

Atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal
memutuskan keberatan tersebut dengan menerbitkan surat keputusan.

Pasal 13

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal
12, dapat mengajukan banding hanya kepada pengadilan pajak.

BAB IV
 PENYAMPAIAN SURAT PENETAPAN

Pasal 14

(1) Surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6
ayat (3), dan Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada orang yang
bersangkutan melalui:

a. media elektronik bagi kantor pabean yang menggunakan sistem
Pertukaran Data Elektronik (PDE) pada tanggal penetapan; atau

b. PT Pos Indonesia, jasa pengiriman lainnya, atau media lainnya, bagi
kantor pabean yang tidak memiliki sarana media elektronik
dan/atau dalam hal pengiriman surat penetapan melalui media
elektronik tidak memungkinkan, paling lama pada hari kerja
berikutnya sejak tanggal penerbitan surat penetapan.

(2) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) dikirimkan kepada orang dan kepala kantor
pabean paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan.

(3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dikirimkan kepada orang yang mengajukan keberatan dan kepala kantor
pabean paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan.

(4) Surat penetapan yang disampaikan melalui media elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan alat bukti
yang sah.

Pasal 15
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(1) Kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor,
dan/ atau sanksi administrasi berupa denda yang tercantum dalam surat
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat
(3), dan Pasal 8 ayat (2) wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal penetapan.

(2) Kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor,
dan/ atau sanksi administrasi berupa denda dalam Surat Keputusan
Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal
11 ayat (4), dan Pasal 12, wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh)
hari sejak tanggal keputusan.

BAB V
 PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat
penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam
jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak mengajukan keberatan
atau tidak mengajukan banding, kepala kantor pabean menerbitkan
surat teguran.

(2) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang
berutang belum melunasi kewajibannya, kepala kantor pabean pada hari
kerja berikutnya harus :

a. menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk,
cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga
kepada orang yang berutang; dan

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka
Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang
Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.

BAB VI
 KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Surat Penetapan, Surat
Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa yang diperlukan dalam
pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal.

BAB VII
 KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18
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(1) Formulir Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
(SPKPBM), surat teguran, dan surat paksa yang menggunakan format
sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 234/ KMK.05/1996 tentang Tatacara
Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi, Bunga, Dan
Pajak Dalam Rangka Impor, tetap berlaku sepanjang Surat Penetapan,
Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa yang diperlukan
dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini belum diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(2) Kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor,
dan/ atau sanksi administrasi berupa denda yang tercantum dalam surat
penetapan berupa SPKPBM dan SPSA yang diterbitkan setelah tanggal
15 Desember 2007 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan ini dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 689/KMK.05/1996 tentang
Tatacara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan; dan

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang
Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi,
Bunga, Dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/ KMK.01 / 1999,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008
MENTERI KEUANGAN

 
SRI MULYANI INDRAWATI

  
  

 
 
 
 

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1996/689~KMK.05~1996KEP.html
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1996/234~KMK.05~1996Kep.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/22~KMK.01~1999Kep.htm
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BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.286, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Pabean. Tarif. 
Nilai. Administrasi. Sanksi. Penetapan. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 147/PMK.04/2009 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI  

PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  

ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penegasan mengenai tata 
cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi di 
lapangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai 
Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661);  
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2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan 
Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai; 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, 
DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU 
PEJABAT BEA DAN CUKAI. 

  Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, 
Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan 
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan 
Cukai diubah sebagai berikut : 

  1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yaitu ayat (1a), dan ayat (3) diubah  sehingga Pasal 
2 berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 2 
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas 

barang impor yang diberitahukan dalam 
pemberitahuan pabean impor. 

(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya dilakukan dalam hal tarif yang diberitahukan 
berbeda dengan hasil penelitian. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak ada penetapan, tarif yang 
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 
dianggap diterima.  
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(4) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea 
masuk, Importir wajib melunasi kekurangan 
pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor, tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda. 

  2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut : 

  Pasal 3 
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean 

atas barang impor yang diberitahukan dalam 
pemberitahuan pabean impor. 

(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya dilakukan dalam hal nilai pabean yang 
diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak ada penetapan, nilai pabean yang 
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 
dianggap diterima. 

(4) Apabila penetapan nilai pabean sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan 
pembayaran bea masuk, Importir wajib melunasi 
kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam 
rangka impor, serta dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) 
dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling 
banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang 
kurang dibayar. 

  3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut : 
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  Pasal 4 
(1) Untuk kepentingan penetapan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau nilai pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pejabat bea 
dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik atas 
barang impor setelah pemberitahuan pabean impor 
disampaikan. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik terdapat perbedaan 
jenis dan/atau jumlah barang dengan pemberitahuan 
pabean impor, pejabat bea dan cukai melakukan 
penetapan tarif dan/atau nilai pabean sesuai dengan 
hasil pemeriksaan fisik. 

(3) Dalam hal penetapan tarif dan/atau nilai pabean 
sebagai akibat perbedaan jenis dan/atau jumlah 
barang yang mengakibatkan kekurangan pembayaran 
bea masuk, Importir wajib melunasi kekurangan 
pembayaran bea masuk, dan pajak dalam rangka 
impor, serta dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea 
masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 
1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang 
dibayar. 

  4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 5 
(1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, dan penetapan tarif dan/atau nilai 
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang 
mengakibatkan kekurangan atau kelebihan 
pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka 
impor dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif 
dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). 

(2) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean 
(SPTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berfungsi sebagai : 
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a. penetapan pejabat bea dan cukai; 
b. pemberitahuan; dan 
c. penagihan kepada Importir. 

  5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) 
dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) 
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 6 
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif 

dan/atau nilai pabean selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8A 
ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 
45 ayat (4), dan Pasal 86A Undang-Undang 
Kepabeanan. 

(2a) Penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 
yang dilakukan dalam pengenaan sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) 
Undang-Undang Kepabeanan, dilaksanakan dalam 
hal penetapan, dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean 
impor. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Surat Penetapan Pabean (SPP). 

(4) Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai : 
a. penetapan pejabat bea dan cukai; 
b. pemberitahuan; dan 
b. penagihan kepada orang. 

  6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 8 
(1) Pejabat bea dan cukai menetapkan pengenaan sanksi 

administrasi berupa denda atas pelanggaran yang 
hanya mengakibatkan kewajiban membayar sanksi 
administrasi sesuai ketentuan Pasal 7A ayat (7), 
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Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal 8C ayat 
(3), Pasal 8C ayat (4), Pasal 9A ayat (3), Pasal 10A 
ayat (4), Pasal 10A ayat (8), Pasal 10B ayat (6), 
Pasal 10D ayat (5), Pasal 10D ayat (6), Pasal 11A 
ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 
ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, 
Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), 
dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam Surat Penetapan Sanksi 
Administrasi (SPSA). 

(3) Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi 
sebagai :   
a. penetapan pejabat bea dan cukai;    
b. pemberitahuan; dan 
c. penagihan kepada orang. 

  7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga 
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 10 
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif 

dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) 
tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan 
pabean impor. 

(2) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan apabila hasil dari penelitian ulang atau 
pelaksanaan audit kepabeanan mengenai tarif 
dan/atau nilai pabean berbeda dengan yang 
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 
dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan 
pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka 
impor.  

(3) Dalam hal penetapan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan kekurangan 
pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor sebagai akibat dari kesalahan nilai transaksi 
yang diberitahukan, selain wajib membayar 
kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka 
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impor, Importir yang dikenai penetapan kembali 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling 
sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang 
kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu 
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. 

(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan 
pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka 
impor, dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali 
Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). 

(5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean 
(SPKTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berfungsi sebagai : 
a. penetapan Direktur Jenderal; 
b. pemberitahuan; dan 
c. penagihan kepada Importir. 

  8. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 
  9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut : 
  Pasal 12 

Atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
Direktur Jenderal memutuskan keberatan tersebut dengan 
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal. 

  10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi 
sebagai berikut : 

  Pasal 13 
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur 
Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dan Pasal 12, dapat mengajukan banding hanya kepada 
badan peradilan pajak. 

  11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga 
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 14 
(1) Surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (2), 
disampaikan kepada orang yang bersangkutan 
melalui :   
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a. media elektronik bagi kantor pabean yang 
menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik 
(PDE) pada tanggal penetapan; atau 

b. PT Pos Indonesia, jasa pengiriman lainnya, atau 
media lainnya, bagi kantor pabean yang tidak 
memiliki sarana media elektronik dan/atau dalam 
hal pengiriman surat penetapan melalui media 
elektronik tidak memungkinkan, paling lama pada 
hari kerja berikutnya sejak tanggal penerbitan 
surat penetapan. 

(2) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean 
(SPKTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (4), dikirimkan kepada Importir dan kepala 
kantor pabean, paling lama pada hari kerja 
berikutnya sejak tanggal keputusan. 

(3) Salinan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12, dikirimkan kepada orang 
yang mengajukan keberatan dan kepala kantor 
pabean, paling lama pada hari kerja berikutnya sejak 
tanggal keputusan. 

(4) Surat penetapan yang disampaikan melalui media 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, merupakan alat bukti yang sah. 

  12. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 
berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 15 
(1) Kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak 

dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi 
berupa denda yang tercantum dalam surat penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 
6 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (2), wajib dibayar paling 
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
penetapan.                     

(2) Kekurangan atau kewajiban pembayaran bea masuk, 
cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi 
administrasi berupa denda dalam Surat Penetapan 
Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan 
Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 12, wajib dibayar paling lambat 60 
(enam puluh) hari sejak tanggal Surat Penetapan 
Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) dan 
Keputusan Direktur Jenderal. 

  13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi 
sebagai berikut : 

  Pasal 17 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Surat 
Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, Surat Paksa, 
dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka 
Impor yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan 
Menteri Keuangan ini, diatur dengan Peraturan Direktur 
Jenderal. 

  Pasal II 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 September 2009 
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SRI MULYANI INDRAWATI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 September 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ANDI MATTALATTA 



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.463, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif. Nilai
Pabean. Sanksi Administrasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122/PMK.04/2011

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF,
NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam
rangka pelaksanaan penelitian ulang oleh Direktur Jenderal
Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai
Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,
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Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau
Pejabat Bea dan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008

tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi
Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.04/2009;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN
SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU
PEJABAT BEA DAN CUKAI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi
Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat
Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 147/PMK.04/2009 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
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1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Sanksi Administrasi Berupa Denda adalah sanksi administrasi menurut
Undang-Undang Kepabeanan yang pengenaannya ditetapkan secara
tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap orang yang tidak
sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean berupa sejumlah uang yang
wajib dibayar karena adanya pelanggaran di bidang kepabeanan.

3. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
4. Tarif Bea Masuk yang selanjutnya disebut Tarif adalah klasifikasi

barang dan pembebanan Bea Masuk.
5. Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disebut

Nilai Pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang
bersangkutan.

6. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas Tarif dan/atau Nilai
Pabean.

7. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan,
buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat
yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat
yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan
barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.

8. Bukti Nyata Atau Data Yang Objektif Dan Terukur adalah bukti atau
data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada
dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam
bentuk angka dan/atau kalimat.

9. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang diberitahukan oleh
Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan
syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

10. Importir adalah orang yang melakukan kegiatan memasukan barang ke
dalam Daerah Pabean.

11. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
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13. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, di antara ayat
(1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ditambahkan 1
(satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau

Nilai Pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean impor.

(1a) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana tersebut
pada ayat (1) dilakukan melalui Penelitian Ulang atau Audit
Kepabeanan.

(2) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan apabila hasil dari Penelitian Ulang atau
pelaksanaan Audit Kepabeanan ditemukan adanya kekurangan atau
kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor
yang disebabkan oleh kesalahan Tarif dan/atau Nilai Pabean.

(3) Dalam hal penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan kekurangan
pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagai
akibat dari kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Importir wajib membayar kekurangan Bea Masuk dan/atau pajak

dalam rangka impor; dan
b. Importir dikenai Sanksi Administrasi Berupa Denda paling sedikit

100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu persen) dari Bea Masuk yang kurang
dibayar.

(4) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan
pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor,
dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai
Pabean (SPKTNP).
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(4a)Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penetapan kembali Tarif
dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung
sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sampai dengan
tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai
Pabean (SPKTNP).

(5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai:
a. penetapan Direktur Jenderal;
b. pemberitahuan kepada Importir; dan
c. penagihan kepada Importir.

(6) Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan untuk penetapan
kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 10 A,
Pasal 10 B, dan Pasal 10 C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A
(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat

melakukan Penelitian Ulang terhadap Tarif dan/atau Nilai Pabean
dalam Pemberitahuan Pabean, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean impor.

(2) Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
hal terdapat Bukti Nyata Atau Data Yang Objektif Dan Terukur, dan
dilakukan berdasarkan:
a. permintaan tertulis dari Pejabat Bea dan Cukai;
b. permintaan dari Kepala Kantor Pabean; atau
c. permintaan dari unit yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 10 B
(1) Hasil dari Penelitian Ulang dapat berupa:

a. ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea
Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; atau

b. tidak ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran
Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
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(2) Hasil dari Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Nota Hasil Penelitian Ulang.

(3) Terhadap hasil Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
membuat Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

(4) Terhadap hasil Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
tidak melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean.

(5) Dalam hal Penelitian Ulang dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu)
pemberitahuan pabean impor dengan hasil Penelitian Ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Penetapan
Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan untuk setiap pemberitahuan
pabean impor secara parsial.

Pasal 10 C
(1) Berdasarkan permohonan Importir, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea

dan Cukai yang ditunjuk dapat menetapkan klasifikasi barang atas
barang impor sebagai dasar untuk penghitungan Bea Masuk sebelum
diajukan Pemberitahuan Pabean (Pre Entry Classification).

(2) Berdasarkan permohonan Importir, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea
dan Cukai yang ditunjuk dapat menetapkan Nilai Pabean atas barang
impor sebagai dasar untuk penghitungan Bea Masuk sebelum diajukan
Pemberitahuan Pabean (Valuation Ruling).

(3) Valuation Ruling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
penetapan Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk yang dibuat berdasarkan hasil Audit Kepabeanan
terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan oleh Importir
dalam jangka waktu tertentu.

4. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17 A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 A
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. petunjuk pelaksanaan untuk melakukan Penelitian Ulang Tarif dan/atau

Nilai Pabean; dan
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b. petunjuk pelaksanaan untuk melakukan penetapan klasifikasi barang
dan/atau Nilai Pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan
Bea Masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.kemenkumham.go.id



MENTEHIKEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN. 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61/PMK. 04/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, 

NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif, 

nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan 

cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan 

Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta 

Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat 

Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan 

Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal 

Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai; 
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b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas 

hasil penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean oleh 

pejabat bea dan cukai serta hasil pelaksanaan penelitian 

ulang terhadap tarif dan nilai pa.bean oleh Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai yang 

ditunjuk, dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, 

perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan 

mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan 

sanksi administrasi, serta pen eta pan Direktur J enderal 

Bea dan Cukai atau pejabat bea dc.n cukai sebagaimana 

· dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

rhelaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan 

Tarif, Nilai Pabec;;t.n, dan Sanksi Administrasi, serta 

Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat 

Bea dan Cukai; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008  tentang 

Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai ?abean, dan Sanksi 

Administrasi, serta Pen eta pan Direktur J enderal Bea dan 

Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara ?enetapan Tarif, Nilai 

Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 463) ; 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 

51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, 

NILAI PABEAN, DAN SANKS! ADMINISTRASI, SERTA 

PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU 

PEJABAT BEA DAN CUKAI. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, 

Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan: 

a. Nomor 147 /PMK.04/2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Norr.or 51/PMK.04/2008 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan 

Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur J enderal 

Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 286) ; dan 

b. Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan 

Sanksi Administrasi, serta Pen eta pan Direktur J enderal 

Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 463) , 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (5) , sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif atas 

barang 1mpor yang di"::>eritahukan dalam 

Pemberitahuan Pabean impor. 
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( 1 a) Penetapan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , 

dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal 

Tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil 

penelitian dan mengakibatkan kekurangan atau 

kelebihan pembayaran bea masuk dan/ atau pajak 

dalam rangka impor. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal pendaftaran Pe:nberitahuan Pabean 

1mpor. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai tidak 

menerbitkan penetapan secara tertulis, Tarif yang 

diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor 

diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan 

oleh Pejabat Bea dan Cukai. 

(4) Dalam hal penetapan Tarif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan 

pembayaran bea masuk, lmportir wajib melunasi 

kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak 

dalam rangka impor, tanpa dikenakan Sanksi 

Administrasi Berupa Denda. 

(5) Dalam hal penetapan Tarif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan kelebihan pembayaran 

bea masuk, pengembalian -:Jea masuk dibayar 

se besar kele bihannya. 

2. Ketentuan Pasal 3 diµbah, dan ditambahkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (5) , sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

( 1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Nilai 

Pabean atas barang impor yang diberitahukan 

dalam Pemberitahuan Pabean impor. 
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(la) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal 

Nilai Pabean yang diberitahukan berbeda dengan 

hasil peneli tian. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai tidak 

menerbitkan penetapan secara tertulis, Nilai Pabean 

yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean 

impor diterima dan dianggap telah dilakukan 

penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai. 

(4) Dalam hal penetapan Nilai Pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan 

pembayaran bea masuk, lmportir wajib melunasi 

kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak 

dalam rangka impor, serta dikenakan Sanksi 

Administrasi Berupa Denda paling sedikit 100% 

(seratus persen) dari bea masuk yang kurang 

dibayar dan paling ban yak 1 000% ( seribu persen) 

dari bea masuk yang kurang dibayar. 

(5) Dalam hal penetapan Nilai Pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mer:gakibatkan kelebihan 

pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk 

dibayar sebesar kelebihannya. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

(1) Untuk kepentingan penetapan Tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan/ atau penetapan Nilai 

Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan 

pemeriksaan fisik atas barang 1mpor setelah 

Pemberitahuan Pabean impor disampaikan. 
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(2) Dalam hal berclasarkan hasil pemeriksaan fisik 

ditemukan adanya perbedaan Jen1s dan/ atau 

jumlah barang dengan jenis dan/ atau jumlah 

barang yang tercantum dalam Pemberitahuan 

Pabean 1mpor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan 

penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean sesuai 

dengan hasil pemeriksaan fisik. 

(3) Dalam hal penetapan Tarif clan/ atau Nilai Pabean 

sebagai akibat perbedaan jenis dan/ atau jumlah 

barang mengakibatkan kekurangan pembayaran 

bea masuk, Importir wajib melunasi kekurangan 

pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka 

impor, serta clikenakan Sanksi Aclministrasi Berupa 

Dencla paling seclikit 100% (seratus persen) clari bea 

masuk yang kurang clibayar dan paling banyak 

1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang 

dibayar. 

4. Ketentuan Pasal 5 cliubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksucl dalam 

Pasal 2, penetapan Nilai Pabean sebagaimana 

dimaksucl dalam Pasal 3, dan penetapan Tarif 

dan/ atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud 

clalam Pasal 4, yang mengakibatkan kekurangan 

atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/ atau 

pajak dalam rangka impor clituangkan clalam Surat 

Penetapan Tarif clan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) . 

(2) Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean 

(SPTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

berfungsi se bagai: 

a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai; 

b. pemberitahuan; dan 

c. penagihan atau dasar pengembalian atas 

kelebihan pembayaran kepacla Importir. 
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5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) Pasal 

6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif 

dan/ atau Nilai Pabean selain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. 

(2) Penetapan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal SA 

ayat (2), Pasal lOA ayat (3) , Pasal 43 ayat (3) , Pasal 

45 ayat (4), dan Pasal 86A Undang-Undang 

Kepabeanan. 

(2a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang dilakukan untuk pengenaan Sanksi 

Administrasi Berupa Denda sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang 

Kepabeanan, dilaksanakan dalam hal penetapan 

dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean 

impor. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam Surat Penetapan Pabean (SPP). 

(4) Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai: 

a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai; 

b. pemberitahuan; dan 

c. penagihan kepada Orang. 

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga 

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Pejabat Bea dan Cukai menetapkan pengenaan 

Sanksi Administrasi Berupa Denda atas 

pelanggaran yang hanya mengakibatkan kewajiban 

membayar sanksi administrasi sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 7 A ayat (7), Pasal 7 A ayat (8), 

Pasal 8A ayat (3), Pasal BC ayat (3), Pasal 8C 

ayat (4), Pasal 9A ayat (3), Pasal lOA ayat (4), 

Pasal lOA ayat (8), Pasal lOB ayat (6), Pasal lOD 

ayat (5), Pasal lOD ayat (6), Pasal 1 lA ayat (6), 

Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) , 

Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 86 

ayat (2) , Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan 

Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan. 

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)' 

dituangkan dalam Surat Penetapan Sanksi 

Administrasi (SPSA). 

Surat Pen eta pan Sanksi Administrasi (SPSA) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , berfungsi 

sebagai: 

a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai; 

b. pemberitahuan; dan 

c. pen.agihan kepada Orang. 

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

( 1) Direktur J ender al dapat melakukan penetapan 

kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean dalam jangka 

waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 

pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor. 

(la) Penetapan kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

melalui Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan. 
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(2) Penetapan kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

dalam hal hasil dari Penelitian Ulang atau 

pelaksanaan Audit Kepabeanan ditemukan adanya 

kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk 

dan/ atau pajak dalam rangka 1mpor yang 

disebabkan oleh kesalahan Tarif dan/ atau Nilai 

Pa bean. 

(3) Dalam hal penetapan kembali Tarif dan/ atau Nilai 

Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk 

dan/ atau pajak dalam rangka impor sebagai akibat 

dari kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Importir wajib membayar kekurangan bea 

masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor; 

clan 

b. lmportir dikenakan Sanksi Administrasi Berupa 

Denda paling sedikit 100% ( seratus per sen) dari 

bea masuk yang kurang dibayar dan paling 

banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk 

yang kurang dibayar. 

(4) Penetapan kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

mengakibatkan kekurangan atau kelebihan 

pembayaran bea masuk dan/ atau pajak dalam 

rangka impor, dituangkan dalam Surat Penetapan 

Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP). 

(4a) Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan 

penetapan kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak 

tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean 1mpor 

sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat 

Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean 

(SPKTNP). 
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(5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai 

Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) berfungsi sebagai: 

a. penetapan Direktur J enderal; 

b. pemberitahuan kepada Importir; dan 

c. penagihan atau dasar pengembalian atas 

kelebihan pembayaran kepada lmportir. 

(6) Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan 

untuk melakukan penetapan kembali Tarif 

dan/ atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk. 

8. Ketentuan Pasal lOB ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) 

diubah, sehingga Pasal lOB berbur:yi sebagai berikut: 

Pasal lOB 

(1) Hasil dari Penelitian Ulang dapat berupa: 

a. ditemukan adanya kekurangan dan/ atau 

kelebihan pembayaran -:Jea masuk dan/ atau 

pajak dalam rangka impor; atau 

b. tidak ditemukan adanya kekurangan dan/ atau 

kelebihan pembayaran bea masuk dan/ atau 

pajak dalam rangka impor. 

(2) Hasil dari Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam Nata Hasil 

Penelitian Ulang. 

(3) Terhadap hasil Penelitian Ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat 

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai 

Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (4). 
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(4) Terhadap hasil Penelitian Ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, atas penetapan 

kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean, Direktur 

Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

tidak menerbitkan penetapan kembali Tarif 

dan/ atau Nilai Pabean secara tertulis. 

(5) Dalam hal Penelitian Ulang dilakukan terhadap 

lebih dari 1 (satu) Pemberitahuan Pabean impor 

dengan hasil Penelitian Ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Penetapan 

Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) 

dapat diterbitkan untuk setiap Pemberitahuan 

Pabean impor secara parsial. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) 

hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 
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関税率、関税評価並びに行政処分の手順、及び関税総局長又は税関官吏決定に関する 
財務大臣規程 

 
第 1 章 
総則 

 
（財務大臣規定 2011 年第 122 号） 

第 1 条 
本財務大臣規程の中で： 
1. 関税法とは、関税に関する法律 1995 年第 10 号及びその改正である法律 2006 年第 17

号のことである。 
2. 過料の形の行政処分とは、関税法に基づく行政処分で、その適用は、関税義務を完全

には果たしていない者に対し通関分野の違反があるために支払う義務金銭の形で税関

官吏が書面で定める。 
3. 者とは、個人又は法人のことである。 
4. 関税率とは、物品分類及び関税賦課のことであり、以後税率と称する。 
5. 関税用の関税評価とは、当該輸入品の取引額のことであり、以後関税評価と称する。 
6. 再調査とは、税率及び/又は関税評価の再調査のことである。 
7. 税関監査とは、記帳の基本的証拠となる財務報告書、帳簿、記録並びに書類、及び電

子データを含む事業活動に関連するレター、及び通関分野の活動に関連するレター、

及び/又は通関分野の法規の実施の枠組みにおける在庫品の検査活動のことである。 
8. 客観的かつ計測可能な明らかな証拠又はデータとは、実際に確保できる書類に基づく

証拠又はデータでありその書類に数字及び/又は文章の形で特定の規模、額又はサイズ

が記載されたもののことである。 
9. 通関申告書とは、関税法に定められた形態及び条件により関税義務を果たす枠組みに

おいて者が申告する表明のことである。 
10. 輸入業者とは、関税領域内に物品を搬入する活動を行う者のことである。 
11. 税関事務所とは、関税法の規定に基づく関税義務を果たす場所としての関税総局内の

事務所のことである。 
12. 総局長とは、関税総局長のことである。 
13. 税関官吏とは、関税法に基づく特定の任務を実施するために特定の役職において指名

を受けた関税総局の職員のことである。 
 

第 2 章 
官吏の決定 

 

本資料は、インドネシア語法令を参考までにジェトロジャカルタ事務所が和訳したものですが、定訳ではなく、あくまでも仮訳です。 
できる限り正確な翻訳につとめましたが、内容の正確性・完全性については保証いたしかねます。 正確な理解のため、原文も必ず

参照されることをお勧めします。 また、ジェトロは本資料に起因して生じるいかなる業務上の責を負うものではありません。 
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第 1 部 
税率及び/又は関税評価の決定 

 
（財務大臣規定 2018 年第 61 号） 

第 2 条 
(1) 税関官吏は輸入通関申告書で申告した輸入品の税率の決定が可能。 
(1a)(1)項に規定の決定は、申告された税率が調査の結果と異なり、輸入の枠組みにおける

関税及び/又は税の支払い不足又は過払いが生じる場合に限り、書面でこれを記載する。 
(2) (1)項の決定は、輸入通関申告書登録日から 30 日以内に行う。 
(3) (2)項に規定の期間内に税関官吏が書面で決定を発行しない場合、輸入通関申告書で申

告された税率が受理され、税関官吏が決定を行ったものとみなされる。 
(4) (1)項に規定の税率決定により関税の支払い不足が生じた場合、輸入業者は、過料の形

の行政処分の適用なく、関税及び輸入の枠組みにおける税の支払い不足分を完納する

義務を負う。 
(5) (1)項に規定の税率決定により関税の過払いが生じた場合、過払い分が還付される。 
 

第 3 条 
(1) 税関官吏は輸入通関申告書で申告した輸入品の関税評価の決定が可能。 
(1a)(1)項に規定の決定は、申告された関税評価が調査の結果と異なる場合に限り、書面で

これを記載する。 
(2) (1)項の決定は、輸入通関申告書登録日から 30 日以内に行う。 
(3) (2)項に規定の期間内に税関官吏が書面で決定を発行しない場合、輸入通関申告書で申

告された関税評価が受理され、税関官吏が決定を行ったものとみなされる。 
(4) (1)項に規定の関税評価決定により関税の支払い不足が生じた場合、輸入業者は、関税

及び輸入の枠組みにおける税の支払い不足分を完納する義務を負い、関税不足分の

100％以上 1000％までの過料の形の行政処分が適用される。 
(5) (1)項に規定の関税評価決定により関税の過払いが生じた場合、過払い分が還付される。 
 

第 4 条 
(1) 第 2 条に規定の税率及び/又は第 3 条に規定の関税評価の決定のために、税関官吏は輸

入通関申告書が提出された後、輸入品の現物検査が可能。 
(2) 現物検査の結果に基づき輸入通関申告書に記載の物品の種類及び/又は数量と物品の種

類及び/又は数量に相違が見つかった場合、税関官吏は現物検査の結果に基づき税率及

び/又は関税評価を決定する。 
(3) 物品の種類及び/又は数量の違いの結果としての税率及び/又は関税評価の決定により

関税の支払い不足が生じた場合、輸入業者は関税及び輸入の枠組みにおける税の不足
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分の完納の義務を負い、不足分の 100％以上 1000％までの過料の形の行政処分が適用

される。 
 

第 5 条 
(1) 第 2 条に規定の税率の決定、第 3 条に規定の関税評価の決定及び第 4 条に規定の税率

及び/又は関税評価の決定は、関税及び輸入の枠組みにおける税の支払い不足又は過払

いが生じる場合、税率及び/又は関税評価決定書(SPTNP)に記載する。 
(2) (1)項に規定の税率及び/又は関税評価決定書(SPTNP)は、下記として機能する： 

a 税関官吏決定 
b 通知書、及び 
c 輸入業者に対する請求又は過払い分の還付の根拠 

 
第 6 条 

(1) 第 2 条、第 3 条及び第 4 条の規定の他に、税関官吏は税率及び/又は関税評価の決定が

可能。 
(2) (1)項に規定の決定は、関税法の第 8A 条(2)項、第 10A 条(3)項、第 43 条(3)項、第 45

条(4)項及び第 86A 条の規定の実施のために行う。 
(2a) 関税法第 82 条(5)項に規定の過料の形の行政処分適用のために行われる(1)項に規定

の決定は、決定が輸入通関申告書の登録日から 30 日を超えて行われた場合に実施される。 
(3) (1)項に規定の決定は、税関決定書（SPP）に記載する。 
(4) (3)項に規定の税関決定書（SPP）は下記として機能する： 

a 税関官吏決定 
b 通知書、及び 
c 者に対する請求 

 
（財務大臣規定 2008 年第 51 号） 

第 7 条 
(1) 税関官吏は、関税法第 25 条(4)項及び第 26 条の規定を実施するために、関税及び輸入

の枠組みにおける税の支払い義務及び過料の形の行政処分の適用を決定する 
(2) (1)項に規定の決定は、第 6 条(3)項に規定の税関決定書（SPP)に記載する。 
 

（財務大臣規定 2018 年第 61 号） 
第 8 条 

(1) 税関官吏は、関税法の第 7A 条(7)項、第 7A 条(8)項、第 8A 条(3)項、第 8C 条(3)項、

第 8C 条(4)項、第 9A 条(3)項、第 10A 条(4)項、第 10A 条(8)項、第 10B 条(6)項、第 10D
条(5)項、第 10D 条(6)項、第 11A 条(6)項、第 45 条(3)項、第 52 条(1)項、第 52 条(2)
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項、第 81 条(3)項、第 82 条(3)項 b、第 86 条(2)項、第 89 条(4)項、第 90 条(4)項及び第

91 条(4)項に基づき、過料支払い義務を生じる場合に限り違反に対する過料の形での行

政処分の適用を決定する。 
(2) (1)項に規定の決定は、行政処分決定書（SPSA）に記載される。 
(3) (2)項に規定の行政処分決定書（SPSA）は下記として機能する： 

a 税関官吏決定書 
b 通知書、及び 
c 者に対する請求 

 
第 2 部 

税関官吏の決定に対する異議申立 
 

（財務大臣規定 2008 年第 51 号） 
第 9 条 

第 2 条(1)項、第 3 条(1)項、第 4 条(2)項、第 6 条(1)項、第 7 条(1)項及び第 8 条(1)項に規定

の税関官吏決定に異議がある者は、総局長に対してのみ書面で異議申立が可能。 
 

第 3 章 
総局長決定 

 
（財務大臣規定 2018 年第 61 号） 

第 10 条 
(1) 総局長は、輸入通関申告書の登録日から 2 年以内に税率及び/又は関税評価の再決定が

可能。 
(1a) (1)項に規定の税率及び/又は関税評価の再決定は、再調査又は税関監査を通じて行う。 
(2) (1)項に規定の税率及び/又は関税評価の決定は、再調査の結果又は税関監査の実施によ

り、税率及び/又は関税評価ミスに起因した関税及び/又は輸入の枠組みにおける税の支

払い不足又は過払いが生じた場合にこれを行う。 
(3) (1)項に規定の税率及び/又は関税評価の再決定により、申告された取引額のミスの結果

として関税及び輸入の枠組みにおける税の支払い不足が生じた場合、下記の規定が適

用される： 
a 輸入業者は関税及び-又は輸入の枠組みにおける税の不足分を支払う義務を負う、

及び 
b 輸入業者には、不足分の関税の 100％以上 1000％までの過料の形の行政処分が適

用される。 
(4) 関税及び/又は輸入の枠組みにおける税の支払い不足又は過払いが生じる、(1)項に規定
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の税率及び/又は関税評価の再決定は、税率及び/又は関税評価再決定書（SPKTNP）に

記載する。 
(4a) (1)項に規定の税率及び/又は関税評価の再決定のための 2 年間の期間は、輸入通関申

告書の登録日から税率及び/又は関税評価再決定書（SPKTNP）の発行日までとする。 
(5) (4)項に規定の税率及び/又は関税評価再決定書（SPKTNP）は下記として機能する： 

a 総局長決定 
b 輸入業者への通知、及び 
c 輸入業者に対する請求又は過払い分の還付の根拠 

(6) 総局長は、(1)項に規定の税率及び/又は関税評価再決定権限を指名を受けた税関官吏に

委譲可能。 
 

（財務大臣規定 2011 年第 122 号） 
第 10A 条 

(1) 総局長又は指名を受けた税関官吏は、輸入通関申告書の登録日から 30 日後、通関申告

書内の税率及び/又は関税評価の再調査が可能。 
(2) (1)項に規定の再調査は、客観的かつ計測可能な明らかな証拠又はデータが存在する場

合に、下記に基づきこれを実施する： 
a 税関官吏による文書要請 
b 総局長による要請、又は 
c 管理部門による要請 

 
（財務大臣規定 2018 年第 61 号） 

第 10B 条 
(1) 再調査の結果は下記の形態で可能： 

a 関税及び/又は輸入の枠組みにおける税の支払い不足及び/又は過払いがみつかっ

た、又は 
b 関税及び/又は輸入の枠組みにおける税の支払い不足及び/又は過払いがみつから

なかった 
(2) (1)項に規定の再調査の結果は再調査結果記録に記載する。 
(3) (1)項 a に規定の再調査結果に対し、総局長又は指名を受けた税関官吏は、第 10 条(4)

項に規定の税率及び/又は関税評価再決定書（SPKTNP）を作成する。 
(4) (1)項 b に規定の再調査結果に対し、税率及び/又は関税評価の再決定については、総局

長又は指名を受けた税関官吏は書面で税率及び/又は関税評価の再決定書を発行しない。 
(5) (1)項 a に規定の再調査の結果により 1 を超える輸入通関申告書に対する再調査を行う

場合、第 10 条(4)項に規定の税率及び/又は関税評価再決定書（SPKTNP）は、各輸入

通関申告書に対し分離して発行が可能。 
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（財務大臣規定 2011 年第 122 号） 

第 10C 条 
(1) 輸入業者からの申請に基づき、総局長又は指名を受けた税関官吏は、通関申告書提出

前に関税の計算の根拠としての輸入品の品目分類を定めることが可能（Pre Entry 
Classification）。 

(2) 輸入業者からの申請に基づき、総局長又は指名を受けた税関官吏は、通関申告書提出

前に関税の計算の根拠としての輸入品の関税評価を定めることが可能（Valuation 
Ruling）。 

(3) (2)項に規定の Valuation Ruling は、一定期間内に輸入業者がすでに行った及び行う予

定の物品の輸入に対する税関監査の結果に基づき作成される総局長又は指名を受けた

税関官吏による関税評価決定である。 
 

（財務大臣規定 2008 年第 51 号） 
第 11 条 

(2009 年に削除) 
 

（財務大臣規定 2009 年第 147 号） 
第 12 条 

第 9 条に規定の異議申立に対し、総局長は総局長決定を発行して異議申立の決定を下す。 
 

第 13 条 
第 10 条(1)項及び第 12 条に規定の総局長決定に対し異議申立がある者は、税務裁判所に対

してのみ不服申立が可能。 
 

第 4 章 
決定書の通知 

 
第 14 条 

(1) 第 5 条(1)項、第 6 条(3)項及び第 8 条(2)項に規定の決定書は、下記を通じて当該者に対

し通知する： 
a 電子データ交換（PDE）を利用している税関事務所の場合、決定日に電子媒体に

て、又は 
b 電子媒体を有していない税関事務所及び/又は電子媒体での決定書の送付が不可能

な場合、遅くとも決定書発行日の翌営業日に PT Pos Indonesia、その他の郵便サ

ービス又は別の媒体にて 
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(2) 第 10 条(4)項に規定の税率及び/又は関税評価の再決定書（SPKTNP）は、遅くとも決

定書の日の翌営業日に輸入業者及び税関事務所長に送付する。 
(3) 第 12 条に規定の総局長決定書の写しは、遅くとも決定書の日の翌営業日に異議申立を

行った者及び税関事務所長に送付する。 
(4) (1)項に規定の電子媒体を通じて通知される決定書は、正当な証拠物である。 
 

第 15 条 
(1) 第 5 条(1)項、第 6 条(3 項及び第 8 条(2)項に規定の決定書に記載の関税、消費税、輸入

の枠組みにおける税及び/又は過料の形の行政処分は、決定日から 60 日以内に支払う義

務を負う。 
(2) 第 10 条(4)項に規定の税率及び/又は関税評価の再決定書（SPKTNP）及び第 12 条に規

定の総局長決定書に記載の関税、消費税、輸入の枠組みにおける税及び/又は過料の形

の行政処分の支払い不足又は債務は、税率及び/又は関税評価の再決定書（SPKTNP）
及び総局長決定書の日から 60 日以内に支払う義務を負う。 

 
第 5 章 
請求 

 
（財務大臣規定 2008 年第 51 号） 

第 16 条 
(1) 決定書に記載の債務を有する者が第 15 条に規定の支払い期限後 7 日以内に完納せず、

異議申立又は不服を申し出ない場合、税関所長は勧告書を発行する。 
(2) (1)項に規定の勧告書発行から 21 日以内に債務を有する者がまだ完納しない場合、税関

所長は翌営業日に下記を行うこと： 
a 債務を有する者に対し、関税、消費税及び/又は過料の形の行政処分及び/又は金利

債務請求のための強制レターを発行、及び 
b 債務を有する者の管轄地域の税務サービス事務所（KPP）所長に対し、付加価値

税、奢侈税及び所属税 22 条の形での輸入の枠組みにおける税債務通知書を出す 
 

第 6 章 
移行規定 

 
（財務大臣規定 2009 年第 147 号） 

第 17 条 
本財務大臣規程の実施に必要な決定書、勧告書、強制レター及び輸入の枠組みにおける税

債通知書に関する詳細規定は、総局長規程で定める。 
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（財務大臣規定 2011 年第 122 号） 

第 17A 条 
下記に関する詳細規定は、総局長規程で定める： 
a. 税率及び/又は関税評価の再決定実施指針、及び 
b. 輸入通関申告書提出前の関税計算根拠としての輸入品に対する物品分類及び-又は関税

評価決定実施指針 
 

（財務大臣規定 2008 年第 51 号） 
移行・結びの規定 

第 18 条 
(1) 関税、消費税、過料、金利及び輸入の枠組みにおける税債務請求手順に関する財務大

臣令No.234/KMK..05/1996の添付書類に定められたサンプルに基づく書式を利用した

関税支払い不足通知書（SPKPBM)、勧告書及び強制レター書式は、本大臣規程実施に

必要な決定書、勧告書及び強制レターが総局長規程でまだ定められていない限り引き

続き有効。 
(2) 2007 年 12 月 15 日以降本財務大臣規程制定までに発行された SPKPBM 及び PSPA の

形の決定書に記載の関税、消費税、輸入の枠組みにおける税及び/又は過料の形の行政

処分の支払い不足は、第 15 条に規定の期間内に完納する。 
 

第 19 条 
本大臣規程発効時点において： 
1. 税関行政処分適用手順に関する財務大臣令 No.689/KMK.05/1996、及び 
2. 関税、消費税、過料、金利及び輸入の枠組みにおける税債務請求手順に関する財務大

臣令 No.234/KMK.05/1996 及びその改正である財務大臣令 No.22/KMK.01/1999 は取

り消し無効となる。 
 

（財務大臣規定 2018 年第 61 号） 
第 II 条 

 
本大臣規程は法制化から 15 日後に発効となる。 
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